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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR  4 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENANGGULANGAN BENCANA 

 

 

I. UMUM 

 

Bencana adalah  peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kesakitan, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis. Potensi penyebab bencana Kabupaten Malang 

dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non 

alam, dan bencana sosial. 

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, 

angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, 

hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian 

antariksa/benda-benda angkasa. 

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh 

manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, 

ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. 

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam 

masyarakat yang sering terjadi. 

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari rencana 

pembangunan daerah yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana 

sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih 

dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana 

maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Peraturan 

Daerah yang secara khusus menangani bencana. 

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum 

yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Peraturan 

Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan 

bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. 

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan 

wewenang pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan menyeluruh. 
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2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat 

dilaksanakan sepenuhnya oleh badan penanggulangan bencana daerah. Badan 

penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur 

pelaksana. badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan 

fungsi antara lain pengkoordinasian  penyelenggaraan penanggulangan bencana 

secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. 

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan 

memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan 

pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan 

kesempatan secara luas kepada lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan 

lembaga internasional. 

5. Penyelenggaraan penanggulangan  bencana dilakukan pada tahap pra bencana, 

saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan 

mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. 

6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung 

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga disediakan dana 

siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus. 

7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan 

oleh pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana. 

8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek 

jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan 

sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik 

terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses 

dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan 

sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara 

maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum. 
 

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini 

diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
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Pasal 2 

 Ayat (1) 

    Huruf  a 

   Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam  

penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan 

pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan 

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 

proporsional. 

    Huruf  b 

 Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi 

muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara tanpa kecuali. 

    Huruf  c 

   Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum 

dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam 

penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang 

membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, 

golongan, gender, atau status sosial. 

    Huruf  d 

 Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi 

muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan 

keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. 

 Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi 

muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan 

keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. 

   Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa materi 

muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan 

keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. 

   Huruf  e 

 Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 

adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan 

bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

   Huruf  f 

 Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa 

penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan 

tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang 

dilakukan secara gotong royong. 

   Huruf  g 

 Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah 

bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana 

mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan 

untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan 

negara. 
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Huruf  h 

 Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” 

adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal 

sehingga mempermudah dan mempercepat proses 

penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat 

terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas terencana, menyeluruh, cepat dan 

tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus 

dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, cepat dan tepat sesuai 

dengan tuntutan keadaan. 

Huruf j 

  Yang dimaksud dengan “asas prioritas” adalah bahwa apabila terjadi 

bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan 

diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. 

Huruf k 

  Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah bahwa 

penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik 

dan saling mendukung. 

  Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 

penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara 

terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling 

mendukung. 

Huruf l 

  Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” adalah bahwa dalam 

mengatasi  kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

  Yang dimaksud dengan “asas berhasil guna” adalah bahwa 

kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,  khususnya 

dalam mengatasi  kesulitan masyarakat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

Huruf m 

  Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa 

penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

  Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 

penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. 

Huruf n 

  Cukup jelas. 

Huruf o 

   Cukup jelas. 
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Huruf p 

 Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa 

negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan 

perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, 

dan aliran politik apa pun. 

Huruf q 

  Yang dimaksud dengan ”asas nonproletisi” adalah bahwa dilarang 

menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat 

bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan 

darurat bencana. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Ayat (1) 

   Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, 

bencana nonalam, dan bencana sosial. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Huruf  a 

  Cukup jelas. 

 Huruf  b 

  Cukup jelas. 

 Huruf  c 

  Cukup jelas. 

 Huruf  d 

  Cukup jelas. 

 Huruf  e 

  Yang dimaksud dengan ”dana siap pakai” adalah bahwa dana 

Pemerintah Daerah yang dicadangkan merupakan dana siap pakai 

apabila terjadi bencana.  

 Huruf  f 

   Cukup jelas. 

 Huruf  g 

  Cukup jelas. 
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Pasal 6 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Ayat (1) 

  Huruf  a 

  Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan bencana” adalah anggota 

masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di 

sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, 

anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. 

   Huruf  b 

    Cukup jelas. 

   Huruf  c 

    Cukup jelas. 

   Huruf  d 

    Cukup jelas. 

   Huruf  e 

    Cukup jelas. 

   Huruf  f 

    Cukup jelas. 

  

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 
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Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

  Cukup jelas. 

  

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 16 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur 

masyarakat, profesional dan ahli dalam jumlah yang seimbang dan 

proporsional. 

    

   Huruf  a 

    Cukup jelas. 

   Huruf  b 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

  Huruf  a 

Yang dimaksud “fungsi koordinasi” adalah melakukan konsolidasi pada 

tahap prabencana dan pascabencana. 

  Huruf  b 

Yang dimaksud “fungsi komando” adalah fungsi menggerakkan instansi, 

lembaga maupun organ di dalam badan untuk melaksanakan 

peran/kewajiban pada saat tanggap darurat. 

  Huruf  c 

Yang dimaksud “fungsi pengendalian” adalah memantau dan 

mengarahkan pada penanggulangan bencana. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 
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Pasal 20 

 Huruf  a 

 Yang dimaksud dengan “ancaman bahaya bencana” adalah setiap 

gejala/bahaya baik dari alam maupun akibat kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan bencana. 

 Huruf  b 

 Yang dimaksud dengan “penguasaan dan pengelolaan” adalah cara atau 

metode tertentu untuk meminimalkan potensi bencana dari suatu sumber 

daya alam. 

 Huruf  c 

   Cukup jelas. 

 Huruf  d 

   Cukup jelas. 

 Huruf  e 

   Cukup jelas. 

 Huruf  f 

   Cukup jelas. 

 Huruf  g 

 Yang dimaksud dengan “jasa lain” adalah berupa keahlian, pemberian 

konsultasi ataupun kesediaan menjadi relawan. 

 

Pasal 21 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 
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Pasal 28 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

 Huruf  a 

 Cukup jelas. 

 Huruf  b 

   Cukup jelas. 

 Huruf  c 

   Cukup jelas. 

 Huruf  d 

   Cukup jelas. 

 Huruf  e 

 Yang dimaksud dengan “analisis resiko bencana” adalah kegiatan 

penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya 

bencana. 

 Huruf  f 

   Cukup jelas. 

 Huruf  g 

   Cukup jelas. 

 Huruf  h 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Huruf  a 

Yang dimaksud “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam 

atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana. 
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  Huruf  b 

Yang dimaksud “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan 

ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. 

  Huruf  c 

Yang dimaksud “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya 

penilaian tingkat resiko kemungkinan terjadi dan dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana. 

  Huruf  d 

Yang dimaksud “tindakan pengurangan resiko bencana” adalah upaya 

yang dilakukan dalam menghadapi resiko bencana. 

  Huruf  e 

Yang dimaksud “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan 

dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja 

pelaksanaan. 

  Huruf  f 

Yang dimaksud “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah 

perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada 

pada setiap instansi/lembaga yang terkait. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko 

tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang 

memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, 

pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan 

pembabatan hutan. 
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Pasal 37 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

 Huruf  a 

 Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat ditujukan 

untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya 

penanggulangannya secara cepat dan tepat. 

 Huruf  b 

 Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah 

penentuan tingkatan bencana dimulai sejak status darurat, tanggap 

darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 

 Huruf  c 

 Yang dimaksud dengan “penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena 

bencana” dalam ketentuan ini antara lain pencarian dan penyelamatan, 

pertolongan darurat, dan evakuasi korban. Termasuk dalam 

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah 

pelayanan kegawatdaruratan kesehatan, 

 Huruf  d 

 Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan 

ini antara lain pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, 

sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan sementara. 

 Huruf  e 

 Cukup jelas. 
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  Huruf  f 

 Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera fungsi sarana dan 

prasarana vital” dalam ketentuan ini antara lain berfungsinya kembali 

instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.  

 Istilah “pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital” 

dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat. 

 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

 Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” adalah penyederhanaan proses 

atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, 

kerusakan, penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat 

serta pemulihan dengan segala prasarana dan sarana fasilitas umum. 

 Huruf  a 

 Cukup jelas. 

 Huruf  b 

 Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, 

antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan 

evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, 

jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara. 

 Huruf  c 

 Yang dimaksud dengan “ pengerahan logistik” dalam ketentuan ini antara 

lain bahan bangunan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi. 

 Huruf  d 

 Yang dimaksud dengan “cukai” dalam ketentuan ini adalah termasuk 

kepabeanan. 

 Huruf  e 

 Cukup jelas. 

 Huruf  f 

 Cukup jelas. 

 Huruf  g 

 Cukup jelas. 

 Huruf  h 

 Cukup jelas. 

 Huruf  i 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 
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Pasal 48 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

 Huruf  a 

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat 

mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, 

lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang 

disesuaikan dengan penataan ruang. 

 Huruf  b 

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan 

masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, 

sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.  

 Huruf  c 

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan 

ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat 

mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, 

dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya 

kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar 

pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.  
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 Huruf  d 

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan 

untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga 

dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui 

pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban 

bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan 

pendampingan/fasilitasi sosial.  

 Huruf  e 

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 

memulihkan kesehatan korban bencana.   

 Huruf  f 

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan 

untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan 

landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial. 

 Huruf  g 

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, 

dan budaya masyarakat. 

 Huruf  h 

 Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk  memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban 

masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga 

keamanan dan ketertiban terkait. 

 Huruf  i 

 Cukup jelas. 

 Huruf  J 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

 Huruf  a 

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk 

tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah 

pascabencana. 

 Huruf  b 

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam 

ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial 

masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat 

dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti 

sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti 

wredha, dan balai desa. 
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 Huruf  c 

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat 

dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial 

budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial 

masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, 

seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar 

kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak. 

 Huruf  d 

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan 

yang lebih baik serta tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan 

untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana 

berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana 

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang. 

 Huruf  e 

Tujuan partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga kemasyarakatan 

dan lembaga usaha dan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, 

dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

 Huruf  f 

 Cukup jelas. 

 Huruf  g 

 Cukup jelas. 

 Huruf  h 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

 Cukup jelas. 
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Pasal 64 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

 Cukup jelas. 
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Pasal 78 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 

 

 


